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ABSTRAK

FARHAM. 105261112420, Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka
Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih Jinayat. Dibimbing Oleh Erfandi
AM dan Muktashim Billah.

Masalah utama dalam skripsi ini adalah. bagaimana pandagan ulama fikih
terkait pembunuhan oleh anak di bawah umur, serta mengetahui bagaimana kaitan
penerapan sanksi hukum pidana dan fikih jinayat. Skripsi ini bertujuan untuk
mengetahui: 1) Bagaimana pandangan fikih Jinayat terkait pembunuhan yang
dilakukan oleh anak dibawah umur, 2) Bagaiman sanksi pembunuhan yang di
lakukan anak dibawa umur dalam fikih jinayat. Agar masyarakat Islam memahami
pandangan ulama fikih mengenai pembunuhan anak di bawah umur dan sanksinya

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (library research)
dengan teknik pengumpulan data dan beberapa tahap, termasuk editing. Setelah
pengumpulan dan pengolahan data selesai, dilakukan analisis data untuk
mendapatkan gambaran kasus terkait permasalahan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dalam konteks pembunuhan yang
dilakukan oleh anak di bawah umur, fikih jinayat mencakup pertimbangan untuk
memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif dan pendidikan, serta mungkin
mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi
tindakan anak tersebut, Mazahib Al-Arba’a sepakat: anak di bawah umur tak kena
sanksi pidana; mereka mendapat pengajaran dan perbaikan demi kemaslahatan,
serta tanggung jawab penuh diserahkan kepada orang tua. 2) Dalam hukum pidana
Islam, anak di bawah umur pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mendapat
hukuman kisas karena masih di bawah umur. Mereka diwajibkan membayar diyat,
dengan syarat keluarga korban memaafkan pelau. jika tidak di maafkan maka
hukumanya konsep tazir mirip dengan hukum pidana, karena sanksi pidana untuk
anak di bawah umur, seperti hukuman penjara, sejalan dengan fikih jinayat yang
memberlakukan hukuman tazir bagi pelaku pembunuhan tersangka anak di bawah
umur.

Kata Kunci: Pembunuhan, Jenis-Jenis, Sanksi, Dan Unsur-Unsur Pembunuhan



ABSTRACT

FARHAM. 105261112420, Sanctioned Analysis of Murder with Suspected
Minors in the Perspective of Jurisprudence Jinayat. Mentored by Erfandi AM and
Muktashim Billah.

The main problem in this thesis is the substance of premeditated murder
cases committed by minors. This thesis aims to find out: 1) What is the view of
Jinayat jurisprudence regarding murder committed by minors, 2) What are the
sanctions for murder committed by underage children in Jinayat jurisprudence. So
that the Islamic community understands the views of figh scholars regarding the
murder of minors and the sanctions.

This research uses library research methods with data collection
techniques and several stages, including editing. After data collection and
processing is complete, data analysis is carried out to get an overview of cases
related to the problem of the object of research.

The results of the research show that: 1) In the context of murders
committed by minors, jinayat jurisprudence includes considerations for providing
punishments that are rehabilitative and educational in nature, and may consider
psychological factors that might influence the child's actions, The four schools of
thought agree: minors are not subject to criminal sanctions; they receive
instruction and correction for the benefit, and full responsibility is handed over to
their parents. 2) In criminal law In Islam, minors who commit criminal acts of
murder do not receive criminal punishment because they are still minors. They are
required to pay diyat, on condition that the victim's family forgives the
perpetrator. If you don't forgive, the punishment is ta'zir. The concept of tazir is
similar to criminal law, because criminal sanctions for minors, such as prison
sentences, are in line with the jinayat figh which imposes tazir penalties for
perpetrators of the murder of suspected minors.

Keywords: Murder, Types, Sanctions, and Elements of Murder
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 1 ayat (3). Dalam hal ini berarti
bahwa semua aspek kehidupan di negara ini diatur oleh peraturan hukum agar
mencapai tujuan negara hukum di Indonesia, diperlukan adanya produk hukum

yang mengatur berbagai hal.!

Indonesia dianggap sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, dengan
lahirnya negara hukum yang diamantkan oleh konstitusi ini, Indonesia sebagai
negara tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan tindakan karna setiap
tindakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingya menjunjung
tinggi hak-hak dan martabat individu sangkatlah ditekankan dalam menciptakan

kehidupan yang adil, aman, tertib dan sejahtra.?

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu
bidang hukum itu adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang
mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap
kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan
suatu penderitaan atau siksaan. Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal

adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) atau yang

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Bina Aksara, Jakarta 2016), h. 104-106.
2Priyo Handoko, Amandemen Undang-Undang 1945 Sebagai Hasil Dari Reformasi Hukum
Untuk Menuju Good Governance, (Zifatama Jawara, Mei 2020), h.51.



sering disebut dengan KUHP, merupakan pokok dari peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa “pelanggaran dan
kejahatan™ terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang
berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturan- peraturan pidana yang berlaku
terhadap segenap penduduk dari seluruh Indonesia, karena ia dibuat oleh Badan

Legislatif yang tertinggi dan sesun dengan asas unifikasi hukum.

Namun dalam mempertimbangkan mayoritas penduduk Indonesia adalah
muslim, tidak dapat diabaikan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya harus
memperhatikan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi juga
harus memperhatikan pada hukum pidana Islam. Tindakan pidana adalah tindakan
yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Namun, tidak semua orang
yang melakukan tindakan pidana akan dihukum pidana, karena seseorang
dihukum atau tidak tergantung pada perbuatannya dan situasi di mana perbuatan

itu dilakukan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak.?

Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional secara
berkelanjutan yang mencakup semua bidang kehidupan. Dalam proses ini,
masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang sejalan dengan kemajuan
zaman. Seperti yang Kita ketahui, masyarakat bersifat dinamis dan terus

berkembang dari waktu ke waktu.*

Oleh karena itu, perlu memberikan perhatian serius terhadap pembangunan

sistem hukum di Indonesia agar mencapai stabilitas dalam sistem hukum nasional.

3Tabaluyan, Roy R, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49
KUHP”, Lex Crimen, Vol. 4, No. 6, (2015.), h. 26
4M .Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Sinar Grafika, Jakarta 2001), h.
129



Dengan memiliki sistem hukum yang mantap, diharapkan tercipta kondisi
masyarakat yang sejalan, harmonis, dan seimbang dengan adanya peraturan
hukum yang benar-benar mencerminkan keadilan yang diterapkan dalam
masyarakat. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada
hukum dan bukan hanya kekuasaan semata, sehingga semua hal harus
berdasarkan pada hukum dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk

menghormati hukum dan pemerintahan.

Proses pembangunan nasional yang menuju modernisasi memiliki dampak
dan pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dibagi
menjadi dua, yaitu pengaruh positif yang berkontribusi pada hal-hal yang baik,
dan pengaruh negatif yang berdampak pada hal-hal yang buruk. Belakangan ini,
terdapat banyak peristiva yang menarik perhatian masyarakat, terutama
meningkatnya kasus tindak pidana. Belakangan ini, terdapat banyak peristiwa
yang menarik perhatian masyarakat, terutama meningkatnya kasus tindak pidana.
Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah
pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti halnya contoh
kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, Kebupate

Maros, Sulawesi Selatan 9 Januari 2023.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia sekaligus calon penerus
bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perilaku khusus dari pemerintah maupun
masyarakat dalam rangka pembinaan terhadap anak untuk mewujudkan generasi
yang hebat dan berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak, diperlukan sarana
dan prasana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang akan timbul.
Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang

menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa



dihadapkan ke muka peradilan.®

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia juga keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu
mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu
dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada tindakan atau

perlakuan diskriminatif.®

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam
tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan.
Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan
perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat
menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak dalam hal

ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).’

Berbicara mengenai anak, jika anak tersebut berada di lingkungan keluarga
yang tidak harmonis maka anak cenderung mencari lingkungan yang bisa
membuatnya nyaman. Oleh karena itu, faktor lingkungan luar juga berpengaruh
terhadap terbentuknya karakter atau kepribadian seorang anak dalam melakukan
sesuatu. Jika anak berada di lingkungan yang baik, maka anak tersebut akan

cenderung berperilaku positif. Namun jika anak tersebut berada di lingkungan

SSatjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiolologis, (Sinar
Bandung, 1999), h.15

SPenjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Anak

"Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia, (Refika Aditama, Bandung, 2006), h. 2



yang negatif, maka anak akan terbawa dalam melakukan perilaku-perilaku yang
buruk juga. Untuk itu peran orang tua sangatlah penting terhadap tumbuh
kembang anak. Suatu kegagalan dalam proses tumbuh kembang seorang anak,
menjadikan anak tersebut sulit diatur, atau dapat disebut dalam cap masyarakat

sebagai anak nakal .

Berdasarkan keterangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun
2011 sampai 2018, kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur,
termasuk tindak pidana pembunuhan, telah meningkat. Pembunuhan merupakan
tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman baik dalam bentuk hukuman yang
lebih ringan maupun yang lebih berat, dan dapat dibedakan menjadi pembunuhan
biasa, pembunuhan dengan pemberatan, dan pembunuhan berencana. Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan pidana yang
mengatur tindak kejahatan pembunuhan secara rinci, terutama di Bab XIX Buku

I yang berjudul "Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia".®

Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang
berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.’’Pidana juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan meliputi pidana pokok dan
tambahan. Hukuman primer meliputi penjara, kurungan, denda atau pengawasan,

sedangkan hukuman tambahan dapat berupa penyitaan aset tertentu dan/atau

8Astrid Ayu Pravitria, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan
Pemerkosaan Terhadap Anak”, Media luris, Vol. 1, No. 3, (Oktober 2018), h. 1

°R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal(Politeia, 2020), h. 240.

VL ilik Mulyadi, Wajah sistem Peradilan Anak Indonesia, (PT. Alumni, Bandung
2014)h.4



pembayaran ganti rugi. Sanksinya pun telah diatur dalam Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan

dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Menurut Mulyana W. Kusumah, penting untuk membedakan penyelesaian
tindak pidana antara pelaku dewasa dan pelaku anak. Hal ini didasarkan pada
fakta bahwa anak dalam konteks hukum tidak memiliki kewajiban yang sama
dengan orang dewasa. Selama seseorang masih dianggap sebagai anak, maka anak
tidak akan dituntut pertanggungjawaban secara hukum. Jika terjadi masalah yang
melibatkan anak, upaya harus dilakukan untuk melindungi hak-haknya dengan

menggunakan perlindungan hukum.*

Dalam kitab Mulyani W. Kusumah terkandung beberapa jenis pembunuhan,
antara lain, Pasal 338 tentang Pembunuhan Biasa, Pasal 339 tentang Pembunuhan
disertai Tindak Pidana lainnya, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, dan
seterusnya. Sebagai contoh kasus pembunuhan biasa, dapat digunakan Pasal 338
KUHP yang berbunyi'?: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang
lain, diancam karena pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15

tahun.”

Selain hukum pidana, di Indonesia terdapat hukum yang berlaku secara
formal, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Namun hukum Islam yang berlaku di

Indonesia umumnya hanya mengatur tentang hal hal yang bersifat kekeluargaan

"Mulyani W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, (Rajawali, Bandung 1986), h.3.

2Maryati, Penerepan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Di Masyarakat, (Scopindo,
April 2023), h. 27.



atau yang mengatur tentang hubungan antar individu, misalnya masalah
perkawinan dan kewarisan, ini pun hanya berlaku bagi warga negara Indonesia
yang beragama Islam. Di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur mengenai
hukum pidana Islam atau yang disebut dengan jinayah atau jarimah, sebab segala
sesuatu mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif

Hakekatnya, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat
manusia, baik yang mengatur mengenai ibadah maupun muamalah. Dalam bidang
Ibadah, hukum Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT.
Sedangkan dalam bidang muamalah, Islam mengajarkan bagaimana adab dalam
hidup bergaul dengan masyarakat atau mengenai hal- hal yang berhubungan
dengan masalah keduniawian. Selain itu, dalam hukum Islam juga mengatur
tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut syara’ (Syari‘at) atau
yang disebut dengan jinayat. Adapun perbuatan yang termasuk dalam jinayat
antara lain, mencuri, berzina, minum-minuman keras, murtad, pembunuhan, dan

masih ada beberapa perbuatan lain yang dilarang oleh syariat.

Analitis Hukum Pidana Islam, tindak kejahatan pembunuhan merupakan
suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang
mengakibatkan seseorang atau beberapa meninggal dunia.”*Adapun di dalam
kajian hukum, membunuh merupakan unsur utama dari unsur-unsur kejahatan,
yaitu mengambil hak hidup. menurut Mahmud Syaltut pembunuhan adalah
“menghilangkan nyawa, dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab

atas perbuatanya”.*

13Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (PT. Bumi Aksara, Januari 2007), h, 24.
14Seva Masya Sari, Figih Jinayah, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Maret 2023), h, 74.



Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-
Undang hukum pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk membunuh
orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian
Tindakan yang berakibat hilangya nyawa orang lain dengan catatan bahwa
kesengajaan dari pelaku itu harus di tunjukan pada akibat berupa meninggalnya
orang lain tersebut. Tampaknya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh
Undang-Undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat
meninggalnya orang lain.*® Dari urain di atas kiranya sudah jelas bahwa tindak
pidana pembunuhan itu merupakan suatu yang dilarang dan tidak dikehendaki

oleh undang-undang.

Al-Quran dan hadist merupakan dasar hukum dalam hukum pidana islam.
Terkait dengan ayat Al-Quran yang mengatur tentang keharaman Pembunuhan,

sebagaimana disebutkan didalam firman Allah Swt QS. al-Nisa/4:93:

solee (z\ G A Boq A T ofe by L D (e (Ania a8 T 4 (Zpocd (2 9 1398 o .
Wb\d&dd&bwjf&d‘%j%\.@&&b}?ﬁ‘w%y&qwj

pa

Terjemahnya:
Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasanya adalah
(neraka) jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya,
melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.*®

Berdasarkan ayat al-Quran diatas, Para Ulama sepakat mengatakan bahwa
segala jenis Pembunuhan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja tanpa

berdasarkan alasan pembenaran keislaman maka hukumnya haram.

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dikecam oleh kedua

1L amintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,
(Sinar Grafika, Agustus 2010), h, 1.

5Kementerian Agama Rl.,al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta Timur: Lajnah
Pantashihan Mushaf al-Qur’an, 2022), h. 93.



sistem hukum, yaitu KUHP dan Hukum Pidana Islam. Kedua sistem tersebut
menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana ini. Hukuman dalam KUHP
bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pembunuhan, mulai dari hukuman

penjara hingga hukuman mati.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, penjatuhan sanksi kisas merupakan
hukuman bagi pelaku pembunuhan. Kisash memiliki prinsip dasar setara dengan
bentuk kejahatannya, ditambah unsur dari tindakan pembunuhan tersebut karena
telah direncanakan dan memang untuk tujuan yang buruk.*” Kisas sendiri hampir
setara dengan hukuman mati yang ada dalam KUHP, namun dengan
pertimbangan yang berbeda dengan KUHP yang berlaku di Indonesia. Prinsipnya
membunuh dibunuh, melukai dilukai, merusak dirusak dan memotong dipotong.
Jarimah dan ‘Uqubat, Kisas dan Jinayat memiliki keterkaitan hubungan yaitu
hubungan sebab akibat. Jinayat (jenis kejahatan) yang dilakukan oleh seseorang

dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukum Kisas.®

Pada kedua bidang ilmu hukum tersebut, masing-masing mempunyai aturan
yang berbeda dalam hal sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana
pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturannya bersumber pada
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum Islam

pengaturannya berdasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadist.

Dengan permasalahan dan contoh kasus yang telah dipaparkan di atas,
menurut penulis ini sangat menarik dan penulis ingin meneliti lebih dalam tentang

permasalahan tersebut, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

L ysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan
Hukum Pidana DI Indonesia”,Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1, (Juni 2015.), h. 48

18 ysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan
Hukum Pidana DI Indonesia”,Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1, (Juni 2015.), h. 49
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"Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak Di Bawah Umur Dalam

Prespektif Fikih Jinayat”.

Berdasarkan pokok masalah yang telah di jelaskan di atas yaitu terkait
kasus pembunuhan yang di lakukan oleh anak di bawah umur dalam hal ini
penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pandagan ulama fikih terkait
pembunuhan oleh anak di bawah umur, serta mengetahui bagaimana kaitan
penerapan sanksi hukum pidana dan fikih jinayat. sehingga apa yang telah di
uraikan dalam latar belakang diatas, maka di susunlah rumusan masalah sebagai

berikut:

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pandangan fikih Jinayat terkait pembunuhan yang dilakukan
oleh anak dibawah umur?
2. Bagaiman sanksi pembunuhan yang di lakukan anak dibawa umur dalam

fikih jinayat?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tinjauan fikih terkait pembunuhan yang di lakukan oleh
anak dibawa umur.
2. Untuk mengetahu sanksi pembunuhan yang di lakukan anak di bawa umur

dalam fikih jinayat

D. Manfaat Penelitian

Harapannya, setiap penyelesaian masalah dalam penelitian ini akan
memberikan keuntungan bagi penulis serta pembaca. Jika dilihat dari dua aspek,
manfaat penelitian memiliki dua kategori, yakni manfaat secara teoritis dan

manfaat secara praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh



11

dari penelitian ini:
1. Manfaat Teoris

Dari hasil peninjauan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
peningkatan dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum terutama terkait
pidana anak dan sanksi yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan

pembunuhan.
2. Manfaat Praktis

a. Harapannya, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang analisis
sanksi pembunuhan dengan tersangka anak di bawah umur dalam prespektif
fikih jinayat.

b. Harapannya, penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
dapat diimplementasikan dalam sanksi pembunuhan dengan tersangka anak di

bawah umur.
E. Definisi Judul

1. Analisis adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah,
dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi
yang bermanfaat sehinga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk
mengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian.®

2. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelangara
kaidah sosial. Sanksi pada umumnya pemaksaan agar seseorang menaati

norma-norma yang berlaku.?

Mukhtazar M.Pd., Prosedur Penelitian Pendidikan, (Absolute Media, Januari 2020), h.85.

2Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik pertanahan, (kencana, 2009), h.11.
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3. pembunuhan (manusia) adalah mengambil nyawa seseorang oleh orang lain,
perlu diingatkan bahwa tidak semua pembunuha (manusia) adalah tindak
pidana. Sebelum sistem peradilan pidana menyamatkan istilah tindak pidana
pada pembunuhan.?*

4. Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang
perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan
yang diduga melakukan tindak pidana.??

5. Pengertian anak dalam Convention on the Right of the Cgild (CRC) atau
KHA yang menguraikan anak diartikan setiap manusia yang berada di bawa
umur (18) delapan belas tahun pengecualian kedewasaan yang didapatkan
lebih awal sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada anak. Dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang
menguraikan, “anak ialah seseorang yang belum berusia (18) delapan belas
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”?®

6. Fikih jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang
dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil

hukum yang terperinci dari al- Qur’an dan Hadis.?*

21Joanne Bangker Hames, Pengantar Hukum Prespektif Amerika Srikat, (Nuasa Cendekia,1
Agustus 2021), h.391.

22 D.Y. Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik, (Imaji Cipta
Karya, Mei 2019), h.190.

ZHervina Puspitosari, S.H., M.H. Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika, (PT. Nas
Media Indonesia, November 2021), h.17

24Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (PT. Bumi Aksara, Januari 2007), h.1.
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F. Metode Penelitia

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research, di mana
dilakukan analisis dari berbagai referensi yang membahas masalah jarimah
pembunuhan oleh anak. Sumber-sumber pustaka yang digunakan meliputi buku-
buku mengenai jarimah pembunuhan, fikih jinayat, sistem hukum peradilan anak,

dan buku-buku lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan
deskriptif. Pendekatan ini melibatkan uraian tertulis yang secara komprehensif
merepresentasikan materi penelitian tanpa mengubah atau menambahkannya.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai pandangan
ulama dan sudut pandang dalam Islam yang berkaitan dengan materi penelitian

yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Data dan Sumber Data

Data merujuk pada bentuk jamak dari datum. Data merupakan sekumpulan
informas i atau dokumen yang menjadi dasar analisis atau kesimpulan. Dalam

penelitian ini ada dua macam sumber data penelitian yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan

oleh peneliti. Adapaun data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:
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al- Qur’an sebagai sumber utama Hukum Pidana Islam, Hadis-Hadis yang
berkaitan dengan hukum pidana, buku-buku fikih di antaranya fikih jinayat,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan
KUHP.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang berisikan penjelasan mengenai bahan — bahan
hukum primer, seperti hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi, buku,

jurnal ilmiah dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu
dengan cara pengumpulan data sekunder (dokumentasi) atau studi kepustakaan
berbentuk peraturan perundang — undangan, jurnal penelitian, artikel ataupun
dokumen lain yang diperlukan, setelah itu dikelompokkan sesuai jenisnya masing-
masing. Dalam penelitian ini metode studi kepustakaan digunakan untuk

menyusun serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara atau metode untuk mengubah data
menjadi informasi yang dapat dimengerti dengan mudah dan memberikan manfaat
dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dibahas. Analisis data
dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mengubah data penelitian
menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.
Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menjelaskan data dengan jelas agar

dapat dipahami dengan mudah dan dapat dihasilkan kesimpulan yang relevan.



BAB Il
KAJIAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembunuhan Dalam Islam
1. Defenisi Pembunuhan

Menurut hukum pidana Islam, tindakan pembunuhan dianggap sebagai
jarimah kisas, yaitu tindakan kriminal yang diancamkan dengan hukuman kisas.
Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan yang
menyebabkan kerugian pada nyawa seseorang, seperti hilangnya nyawa atau
kehilangan anggota tubuh. Dalam beberapa pengertian tersebut, pembunuhan
merujuk pada setiap tindakan pidana yang berakhir dengan kematian seseorang,
baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Allah swt dengan tegas
mengharamkan jinayat, Vyaitu @ tindakan yang melanggar hukum dan
mengakibatkan kematian seseorang. Sesuai dengan ajaran Sunnah dan al- quran,
perbuatan membunuh dianggap sebagai pelanggaran yang dilarang secara tegas,

demikian juga yang diungkapkan oleh para ahli.*®

Pembunuhan pertama kali dalam hidup manusia adalah pembunuhan yang
di lakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah
Swt dalam QS. al- Maidah/5:30

J%\wyumw\&wdw@

Terjemahnya:
Kemudian, hawa nafsunya (Qabil) mendorong dia untuk membunuh
saudaranya. Maka, dia pun (benar-benar) membunuhnya sehingga dia

ZHamidahWahyuPutri Nagarildan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana
di Negara Indonesia, Islam,danArabSaudi MengenaiKejahatanTerhadap Nyawa”, Jurnal Illmiah
Multidisiplin, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 5.

15
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termasuk orang-orang yang rugi.?®

Juga di dalam QS. al- Maidah/5:32., Allah menjelaskan bahwa pembunuhan
tanpa alasan terhadapa seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara

keseluruhan disebutkan sebagai berikut QS. al- Maidah/5:32.

45 G o1 g sked § B gk S 8 0 8 J;j 1@3&(5&’5&:&\

~

155 24l \/J"{S o - i/Sb \:’uﬂj (;;;;T_;. ,\_2_!}\;_;% ARSI e :;7‘3 u‘u‘
S5 o

E\

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa
siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu)
telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah
memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-
benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka
setelah itu melampaui batas di bumi.?’

Dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa dalam bahasa
Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membunuh.
Sementara itu, pengertian membunuh adalah tindakan untuk mematikan atau
menghilangkan nyawa seseorang (menghabiskan, mencabut). Dalam bahasa Arab,
pembunuhan disebut sebagai” :)AJ ”yang berasal dari kata “ﬁ”yang juga sinonim

dengan “& LI yang berarti mematikan. 28

% Kementerian Agama RIl.,al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta Timur: Lajnah
Pantashihan Mushaf al-Qur’an, 2022) ,h. 112.

2’Kementrian Agama RI, al- gur’an dan Terjemahanya,h. 113.

2Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, (Sinar Grafika, Jakarta 2005), Cet. 1, h,
136.
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Hasil analisis definisi tersebut menyatakan bahwa pembunuhan terjadi
ketika seseorang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang
mengakibatkan kematian orang lain. Apabila kita mengamati pola perilaku
individu atau kelompok dalam melaksanakan pembunuhan, dapat dikelompokkan

menjadi tiga kategori.
2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Menurut mayoritas fugaha' (ulama’ Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali),
pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan niat pelaku. Ketiga
kategori tersebut adalah pembunuhan dengan niat sengaja, pembunuhan yang
menyerupai niat sengaja, dan pembunuhan yang terjadi karena kesalahan.
Pendapat ini merupakan pandangan yang populer di kalangan ulama' yang
membagi pembunuhan menjadi tiga macam. Namun, perlu diketahui bahwa ada
juga pendapat lain yang mengklasifikasikan pembunuhan menjadi empat atau
lima bagian, namun pembagian tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan

dari pembagian yang diajukan oleh mayoritas ulama.?

Dari tujuan melakukan pembunuhan, pembunuhan dapat dibedakan menjadi

beberapa macam, yaitu:*
a. Pembunuhan Disengaja (34 5D

Pembunuhan yang disengaja merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh

seseorang dengan menggunakan alat yang biasa digunakan untuk membunuh atau

2Gyaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam™, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, (2022). h.
15.

%0Harjana Syuhada Sungarso, Fikih Madrasah Aliyah, (PT. Bumi Aksa, Jakrta 2021), h. 8-
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alat yang memiliki potensi membunuh, baik dengan menggunakan bagian tubuh
pelaku langsung maupun tanpa menggunakan alat. Beberapa syarat untuk
pembunuhan yang disengaja antara lain, pelaku haruslah mukallaf (baligh dan
berakal), ada niat dan perencanaan untuk membunuh, korban adalah seseorang
yang dilindungi nyawanya, dan alat yang digunakan umumnya mampu

menyebabkan kematian.

Pembunuhan dengan sengaja dapat diidentifikasi dalam dua bentuk, yakni
tindakan bunuh diri dan pembunuhan terhadap orang lain. Tindakan membunuh
orang lain termasuk dalam kategori perbuatan yang sangat dikecam oleh Allah
swt. Sementara itu, bunuh diri dianggap sebagai pelanggaran serius menurut

prinsip syariat. Hal ini dijelaskan Allah Swt dalam QS. al- Nisa/4:29.

-

Li-;’;j 5&; ;)Lf:fm 3!&“ J 43/‘ \B,Jfg: ‘jj
Terjemahnya: ST LSS

Janganlah kamu membunuh- dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.®!

b. Pembunuhan Seperti Disengaja (,xlﬂs 25 28)

Pembunuhan yang seperti disengaja adalah ketika seseorang melakukan
tindakan dengan alat yang pada awalnya tidak diharapkan akan menyebabkan
kematian, dan pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban tersebut.
Sebagai contoh, kerikil, tongkat, ketika seseorang memukul kepala orang lain
dengan tangan kosong. yang akhirnya mengakibatkan kematian. Pembunuhan
semacam ini merupakan situasi yang ambigu antara sengaja dan tidak sengaja,
karena pada dasarnya pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh.

terdapat 3(tiga) unsur dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, yaitu:

31Kementrian Agama RI, al- gur’an dan Terjemahanya,h. 83.
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1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian
2. Adanya maksud untuk penganiayaan

3.Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian

Imam Nawawi memberikan rumusan pembunuhan serupa sengaja ialah
pemukulan dengan apa yang biasanya tidak membunuh. Seandainya pukulan
tersebut hanya menggunakan kayu ringan dan hanya dipukulkan satu atau dua kali
saja lalu orang tersebut meninggal, maka ini dapat disebut sebagai

pembunuhan serupa sengaja.

Ancaman sanksi pidana pembunuhan serupa sengaja ini adalah diyat
mughallazhah yaitu diyat yang diperberat. Diyat ini seperti pada pembunuhan
sengaja karena mengingat perbuatannya bukanlah merupakan suatu kesalahan
yang murni, sebab pemukulannya itulah yang menjadi tujuan dari perbuatannya,
bukan pada meninggalnya korban atau untuk membunuh korban. Akan tetapi
terhadap  pelaku  pembunuhan  menyerupai  sengaja  tidak  boleh

dituntut hukuman kisas

Syarat-syarat pembunuhan yang tampak disengaja meliputi tindakan yang
mengakibatkan kematian, adanya niat jahat dan tujuan merusak, korban
merupakan individu yang nyawanya dilindungi, dan alat yang digunakan

umumnya tidak secara langsung menyebabkan kematian.
¢. Pembunuhan Tidak Disengaja (Lad Bt)

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah ketika seseorang tidak memiliki
niat sama sekali untuk membunuh. Contohnya, saat seseorang sedang menembak

binatang, namun peluru yang ditembakkan malah mengenai manusia sehingga
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mengakibatkan kematian.

Syarat-syarat untuk pembunuhan yang tidak disengaja adalah sebagai
berikut: pembunuh melakukan tindakan dengan sengaja, namun tanpa berniat
untuk membunuh korban; pembunuh melakukan tindakan dengan sengaja dan
tanpa niat membunuh, dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan
tetapi sebenarnya dilarang; seseorang tidak sengaja melakukan tindakan yang
mengakibatkan kematian orang lain; perbuatan orang yang tidak disengaja
membunuh mengakibatkan kematian orang lain. Adapun unsur pembunuhan tidak

tidak sengaja ada 3 macam:

1. Adanya perbuatan yang menyebapkan kematian
2. Terjadinya perbuatan itu karna kesalahan
3.Adanya hubungan sebap akibat antara perbuatan kesalahan dengan

kematian.

Kesalahan ialah apabila sesuatu terjadi bukan karena kehendak orang yang
melakukan perbuatan itu. Pada umumnya kesalahan itu terjadi karena kealpaan,
kurang hati-hati, kecerobohan, dan sebagainya. Ketentuan mengenai hal ini

dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4 :92

T B L e N e N R e
mﬁwd‘fd‘}éﬂww)ﬁwwyﬁmﬁﬁ”wwGKOU 135358 51 ) a8
Lo, ooy

L}\-*JL:.':.A rw.ﬁ.ﬁéwﬁcwy 3.:_33}2,4)4_1_::,\ &‘m:‘:” d\:-:v: e}/o,jg f"/.
Li"‘sz/:-; Lﬁﬁl-c‘;i// 6&) \{};}3 i‘ Zoot

Terjemahanya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali
karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin
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karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya
mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya
(terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan
pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal
dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya
mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar
tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba
sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya)
hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara
bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.32

Berdasrkan ayat di atas, ada tiga macam bentuk pembunuhan yang tidak di

sengaja berdasarkan objek/korbanya yaitu;

1. Pembunuhan orang mukmin
2.Membunuh orang yang memusuhi orang islam, padahal ia mukmin

3.Membunuh orang kafir yang ada perjanjian (damai) dengan orang islam

Pada pembunuhan yang tidak sengaja terhadap orang mukmin ini, pelaku
diberikan sanksi hukuman berupa membayar kifarat yaitu memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (wali). Namun keluarga korban juga boleh bersedekah, maksudnya
adalah membebaskan pelaku pembunuhan dari pembayaran diyat atau memaafkan

secara cuma-Cuma.

Seorang mukmin yang membunuh kaum yang memusuhinya padahal dia
(korban) juga seorang mukmin karena kesalahan atau tidak sengaja hanya
diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
Pada pembunuhan ini pelaku tidak diwajibkan membayar diyat kepada keluarga

korban.

32Kementrian Agama R, al-gur’an dan Terjemahanya,h. 93
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Seorang mukmin yang membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian
damai kaum muslim dengan tidak sengaja dikenai hukuman diyat yang
dibayarkan kepada keluarga korban serta wajib membayar kifarat berupa

memerdekakan hamba sahaya yang beriman

Berdasarkan ketiga definisi pembunuhan tersebut, dapat diketahui bahwa
apakah sebuah pembunuhan dianggap disengaja atau tidak, tergantung pada niat
pelaku. Jika pelaku memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membunuh,
meskipun menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan, maka perbuatan
tersebut akan dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja. Sebaliknya, jika
seseorang menggunakan alat yang memiliki potensi membunuh, tetapi tanpa ada
niat untuk membunuh, maka perbuatan tersebut akan masuk dalam kategori

pembunuhan yang tidak disengaja.

Masing-masing dari ketiga kategori- pembunuhan menurut hukum Islam ini

memiliki resiko hukum yang berbeda-beda, yaitu:

1. Hukuman Pokok

Apabila seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka orang
tersebut dihukum dengan pidana kisas berdasarkan berita dalam al-quran dan

hadits

2.Hukuman Pengganti

Dalam hukum Islam terdapat istilah diyat atau denda. Denda ini berupa
pembayaran dengan harta untuk menggantikan hukuman pokok berupa gisas atau

ta’dzir yang sudah ditetapkan oleh gadhi
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3.Hukuman Penyertaan

Ini adalah sanksi tambahan di luar hukuman pokok dan pengganti yaitu
berupa hilangnya hak-hak tertentu pada pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu

seperti hilangnya hak mewarisi harta dari pewaris.

Macam-macam pembunuhan juga juga dapat dibedakan berdasarkan segi
hukumnya, berdasarkan segi hukumnya, pembunuhan dalam syariat islam terdiri

dari dua macam, yaitu:
1. Pembunuhan yang melawan hukum dilakukan (haram)

Pembunuhan yang dilarang atau diharamkan adalah tindakan pembunuhan
yang tidak memiliki dasar pembenaran yang sesuai dengan ajaran syariat. Sebagai

contoh, membunuh seseorang sebagai tindakan pembalasan atau balas dendam.®*
2. Terjadi pembunuhan yang sah(halal)

Pembunuhan yang sah ini dilakukan karena memiliki pembenaran dan
diperbolehkan menurut syariat. Misalnya, algojo yang bertugas menjalankan

hukuman mati.%

3Hamidah Wahyu Putri Nagarildan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum
Pidana di Negara Indonesia, Islam,danArabSaudi MengenaiKejahatanTerhadap Nyawa”, Jurnal
limiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 6

3*HamidahWahyu Putri Nagarildan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana
di Negara Indonesia, Islam,danArabSaudi MengenaiKejahatanTerhadap Nyawa”, Jurnal limiah
Multidisiplin, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 6

%HamidahWahyu Putri Nagarildan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana
di Negara Indonesia, Islam,danArabSaudi MengenaiKejahatanTerhadap Nyawa”, Jurnal Illmiah
Multidisiplin, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 6
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3. Unsur-Unsur Pembunuhan
Dari definisi yang sudah dijelaskan, dapat diambil beberapa kesimpulan
bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam
adalah:®
a. Menghilangkan nyawa manusia
b. Terdapat tindakan, baik secara aktif maupun pasif. Perbuatan aktif merujuk
pada tindakan atau perilaku yang dilakukan dan mengakibatkan hilangnya
nyawa seseorang, contohnya menusuk seseorang dengan pisau. Perbuatan pasif
merujuk pada ketiadaan tindakan atau perilaku yang dilakukan, tetapi tetap
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
c. Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan
bunuh diri meskipun dilarang oleh syariat’ tetapi tidak ada ancaman hukuman

di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada

B. kisas Dan Hukuman Terhadap Pembunuhan

1. Definisi kisas

Asal-usul kata "kisas" berasal dari bahasa Arab ( -t23) yang memiliki makna
menyertai atau mengikuti jejak. Menurut al-Fayumi, kisas merujuk pada hukum
membalas membunuh dengan membunuh, melukai dengan melukai, dan
memotong (bagian tubuh) dengan memotong bagi pelaku kejahatan. Sementara
menurut al-Jurjani, kisas merujuk pada penerapan tindakan hukuman yang setara
kepada pelaku kejahatan, mirip dengan tindakan yang dilakukan pelaku tersebut

terhadap korban. Menurut pendapat Ibnu Munzir dalam Lisan al-Arab, ia

%Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam™, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, (2022). h.
14.
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menyatakan bahwa .23 adalah sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan
tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, kisas
memiliki arti bahwa pelaku kejahatan akan dikenai sanksi yang sebanding dengan
perbuatannya. Misalnya, jika pelaku membunuh, maka pelaku tersebut akan
dihukum dengan hukuman mati, dan jika pelaku memotong anggota tubuh, maka
anggota tubuh pelaku juga akan di potong.
Menurut tafsiran al- Qur'an, kisas merujuk pada prinsip mengambil pembalasan
yang setara. Namun, penerapan Kkisas tidak dilakukan jika pembunuh
mendapatkan pengampunan dari keluarga atau ahli waris korban. Dalam hal
tersebut, pelaku hanya akan diminta membayar diyat, yaitu ganti rugi yang wajar.
Permintaan pembayaran diyat harus dilakukan dengan baik dan tidak memaksa,
misalnya tanpa adanya tekanan terhadap pembunuh. Pembayaran diyat juga harus
dilakukan dengan baik, misalnya tidak menunda-nunda pembayarannya.®” Sesuai

dengan firman Allah Swt dalam Q.S al-Bagarah/1:179;

o345 o800 o W Bis ot 5 2K
Terjemahnya:

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang
berakal agar kamu bertakwa.%®

Dalam teori magashid syariah atau biasa disebut daruriyat al-khams yaitu
kebutuhan mendasar manusia, dijelaskan bahwa tujuan pemberlakuan syariat
Islam adalah untuk menjaga agama, nyawa, keturunan, harta dan menjaga akal.

kisas adalah bagian dari menjaga nyawa.

Pemahaman terhadap hakikat kisas akan semakin jelas jika diperhatikan QS

%’Noercholis Rafid. A “Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana
Nasioanal”, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 5

¥8Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahanya,h. 27
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al-Ma’idah/5: 45 sebagai berikut:

-

AL w\* o.ﬂ!b S "31\3(;@ 3@\, Gals MJ\, i) u\w&uu’f
qu.UaS\“ &J}L;A& /::,/\.L/,Cé;; //"a';J \;fwmdm‘ﬁjupw J”LB

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat)
bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka
itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu
urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah
orang-orang zalim.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa pembalasan setimpal atas perbuatan
pelaku, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung
dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi,

dan luka dibalas dengan luka.

Definisi kisas dalam Ensiklopedi Islam disebutkan yaitu sebuah prinsip
yang diberlakukan oleh al-Qur’an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan
penganiayaan. Ketika terjadi tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak
korban, dan juga pelukaan-pelukaan ringan pada korban sehingga berakibat

diberikan hukuman dengan perlakuan yang setimpal kepada pelakunya.*

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa
kisas adalah salah satu bentuk ancaman hukuman dalam sistem hukum pidana
Islam yang berhubungan dengan jiwa dan anggota tubuh sebagai balasan yang

diberikan kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan atau penganiayaan secara

%9Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahanya,h. 115.
40Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam (Ringkas), Ghufron A. Mas’adi (Penj), Cet-2, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1999), h. 328.
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sengaja yang dilakukan dengan prinsip persamaan dalam hukum (law of equality),
dan pelaksanaannya berada dalam pengawasan pihak yang berwenang (as-

sulthan).
2. Syarat-Syarat Pelaksaan kisas

Pakar Fikih Jinayat menetapkan beberapa syarat pelaku pembunuhan yang

pantas dijatuhi hukuman kisas, yaitu:4!

a. Pelakunya harus mukalaf, yakni balig dan berakal. Artinya, kisas tidak dapat
dijatuhkan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau orang gila,
sebab keduanya tidak layak dijatuhi hukuman. Berbeda dengan orang mabuk
akibat minuman keras, jika dia membunuh dengan sengaja, maka tetap dijatuhi
hukuman kisas. Tujuannya adalah agar tidak dijadikan alasan mabuk bagi
orang yang ingin melakukan pembunuhan, supaya dia dapat terhindar dari
hukuman;

b. Pelakunya bermaksud menghilangkan nyawa korbannya. Artinya, jika pelaku
tidak berniat menghilangkan nyawa korbannya, maka dia tidak dijatuhi
hukuman kisas;

c. Pelakunya tidak berada dalam tekanan. Artinya, bagi orang yang dipaksa

melakukan pembunuhan, maka dia tidak dijatuhi hukuman kisas.

beberapa syarat yang terkait dengan korban, untuk dapat dilaksanakan

hukuman kisas, yaitu:*?

“Bunyamin, “Qisas Dalam Al quran: Kajian Figih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan
Disengaja”, Jurnal Al- Adl, Vol. 7 No. 2, (2019), h. 4.

“2Bunyamin, “Qisas Dalam al- quran: Kajian Fikih Jinayat Dalam Kasus Pembunuhan
Disengaja”, Jurnal Al- Adl, Vol. 7 No. 2, (2019), h. 5.
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. Korban adalah orang yang berada di bawah jaminan keselamatan
pemerintahan Islam. Maksudnya, jika korban tidak dijamin keselamatannya,
maka pelaku tidak dijatuhi hukuman kisas. Misalnya, pemberontak, pezina
mubhsan, atau murta;

. Korban bukan bagian dari pelaku. Maksudnya, antara pelaku dan korban
tidak ada hubungan kerabat terdekat. Misalnya, seorang ayah atau ibu,
kakek atau nenek, tidak dijatuhi hukuman kisas karena membunuh anaknya
atau cucunya;

. Korban dan pelaku sepadan. Dasar kesepadanan adalah keimanan dan
kemerdekaan. Maksudnya, tidak dijatuhi hukuman kisas bagi orang Islam
karena membunuh orang kafir. Demikian pula, tidak dijatuhi hukuman kisas

bagi orang merdeka karena membunuh hamba sahaya.

. Hukuman Terhadap Pembunuhan Dalam Hukum Islam dan Hukum

Positif

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana islam ada

beberapa jenis. Secara garis besarnya adalah hukuman itu sendiri terdiri ari

hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok

dalam tindak pidanan pembunuhan adalah kisas. Apabila dimaafkan oleh keluarga

korban, maka hukuman pengganatinya adalah diyat dan jika sanksi kisas atau

diyat itu dimaafkan pula maka akan ada hukuman za ’zir dan hukuman tambahan

yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.*?

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga

#3Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam

Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam™, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, (2022). h.
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berbeda, yaitu sebagai berikut;*
a. Hukuman pembunuhan sengaja

Hukuman pokoknya adalah gisas atau balasan setimpal. Yang dimaksud
balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasanya

juga kematian. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt pada Q.S al-Bagarah/1:178;

NEGREE }3’3?\3 e mb Ay A sl o eed KK oS5 0 Wi
ki 85 4 L L G s olesl o) 30 el FUG 1o sl e U
1 Side 405 a0 dx s

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan)
kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan
dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya
hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan
kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan
rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan
mendapat azab yang sangat pedih.*

Pada ayat diatas disebutkan bahwa pidana kisas ditetapkan atas dasar
persamaan antara pelaku dan korban. Orang merdeka di kisas karena membunuh
orang merdeka, budak di-gishas karena membunuh budak; wanita di kisas karena
membunuh wanita; Namun para fukaha berselisih pendapat mengenai syarat
persamaan tersebut. Dengan memperhatika n ajaran Islam tentang hak hidup bagi
umat manusia, maka pembunuhan dengan sengaja secara umum dapat

mengakibatkan hukuman kisas.

#4Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, (2022). h.
15.

“5Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahanya,h. 27
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Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang
disengaja berupa hukuman gishas, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan
yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka
pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau
dihukum mati. Namun dalam hukum pidana Islam dikenal adanya pemaafan atas
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat
meringankan hukuman terhadap pelaku, dimana yang seharusnya pelaku
mendapatkan sanksi hukuman gishas, namun karena adanya pemaafan dari
keluarga korban maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman gishas diganti

dengan membayar diyat kepada keluarga korban atau wali.

Apabila kisas tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat
pelaksanaanya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman
penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta
kepada keluarga korban. Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk
diyat namun dalam pelaksanaanya diserahkan kembali kepada keluarga korban,
apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap
dikenai hukuman tambahan atau kifarat yang merupakan hak dari Allah. Bentuk
pertama dari hukuman kifarat ini adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila
tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-
turut dan hukuman kedua dari kifarat ini adalah kehilangan hak mewarisi yang

dibunuhnya.*

Namun apabila keluarga korban memberikan pemaafan secara cuma-cuma,

yaitu pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga korban tanpa menuntut

“6Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam™, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, (2022). h.
16.
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hukuman apapun maka pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman gishas
maupun diyat. Para ulama sepakat tentang kebolehan pemaafan secara cuma-

Cuma.
b. Hukuman pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokoknya adalah diyat mughalladzah artinya diyat yang
diperberat. Perbedaan antara diyat pembunuhan senagaja dengan pembunuhan
semi sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada
pembunuhan senagaja diyat dibebankan kepada pelaku sendiri dan
pembayarannya tunai sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, diyat
dibebankan kepada keluarga pelaku atau agilah dan pembayaran dapat diangsur

selama tiga tahun.

Hukuman kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan
hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan
dikenakan hukuman fa zir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang ssuai
dengan perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja
sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak mewarisi

dari orang yang telah dibunuhnya.
¢. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang tidak disengaja adalah
seorang mukalaf yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan.

Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam firman Allah Swt QS. al-Nisa/ 4:92:
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Terjemahanya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali
karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin
karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya
mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya
(terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan
pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal
dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya
mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar
tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba
sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya)
hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara
bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*’

Dari ayata di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

a.

seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, maka
diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya
mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban.

Seseorang yang beriman yang secara tidak sengaja membunuh seorang
mukmin dari kelompok yang memusuhi mereka, diwajibkan untuk membayar
kifarat dengan cara memerdekakan seorang hamba sahaya yang juga beriman.
Seorang mukmin yang secara tidak sengaja membunuh seorang non-mukmin
yang berada dalam perjanjian damai, diwajibkan membayar kifarat dengan

cara memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar diyat

47Al qur’an Kemenang dan Terjemahanya. h.93
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yang diserahkan kepada keluarga korban.
d. Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan cara

berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang tidak di sengaja, besarnya diyat harus dibayarkan kepada
keluarga korban jumlahnya sama dengan pembunuhan yang di sengaja, yaitu
berupa 100 ekor unta. Menurut Imam Syafi'i, diyat dapat dikategorikan sebagai
diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang ringan. Keringanan ini dapat diamati dari tiga

aspek, yaitu sebagai berikut;

1. Tanggung jawab pembayaran diyat ditanggung oleh aqgilah (keluarga).
2. Pembayaran diyat dapat dilakukan secara angsuran selama tiga tahun.

3. Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok;

a. 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun

b. 20 ekor sapi betina yang sudah besar

c. 20 ekor sapi jantan yang sudah besar.

d. 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun

e. 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun

Hukuman pengganti yang juga dapat diterapkan adalah puasa. Menurut para
fugaha (ahli figih), tidak ada hukuman ta'zir yang diterapkan dalam kasus
pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Hal ini dikarenakan adanya dua
hukuman utama, yaitu diyat dan kaffarat, serta hukuman-hukuman tambahan yang
dianggap sudah cukup. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, tidak ada larangan
untuk memberlakukan hukuman ta'zir ketika hukuman diyat telah dimaafkan atau

diampuni.
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Pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam diberikan sanksi gisas dan
diyat bagi pelaku yang melakukan dengan sengaja, sedangkan pembunuhan
karena kesalahan sanksinya adalah memerdekakan hamba sahaya dan sanksi
diyat. Kisas dapat dilaksanakan apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku.
Akan tetapi, apabila keluarga memaafkan maka kisas diganti menjadi diyat (ganti
kerugian) dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban.
Dalam konteks ini, diyat juga berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup atau
perawatan bagi korban jika perbuatan tersebut merupakan penganiayaan. Selain
itu, dalam kasus pembunuhan, diyat juga bertindak sebagai jaminan kelangsungan
hidup bagi keluarga korban jika korban merupakan penopang keluarga. Dari
penjelasan ini, dapat dipahami bahwa tujuan pemberlakuan hukum Islam,
khususnya dalam sanksi pidana terhadap pembunuhan, adalah menjaga nyawa.
Konsep menjaga nyawa di sini mencakup semua individu dan juga mencakup
perlindungan terhadap kelangsungan hidup keluarga korban jika korban

merupakan tulang punggung keluarga.*®

Sebelum memberikan sanksi tindakan ataupun sanksi pidana maka perlu
melihat usia anak tersebut. Jika anak yang berusia 14 tahun ke bawah hendaknya
dikembalikan kepada orang tuanya disertai dengan denda atas perbuatan yang
dilakukannya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya dianggap mampu untuk
mendidik anaknya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya tidak mampu
mendidik anaknya maka hendaknya diserahkan ke Negara untuk dibina. Apabila
anak pelaku pidana berusia 14 tahun maka hendaknya hakim memberikan
hukuman takzir yaitu menempatkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dididik,

disertai sanksi yang bersifat fa“dibiyah apabila selama menjalani proses

“8Noercholis Rafid. A “Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana
Nasioanal”, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 11.
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pembinaan. Bila anak tersebut telah berusia 15 tahun hendaknya diberi sanksi
takzir berupa cambuk jika kejahatan yang dilakukannya dianggap ringan. Jika
kejahatannya merupakan kejahatan berat seperti membunuh maka hakim boleh

memberikan sanksi kisas

Analitis konsep Pidana Islam mengenai seorang anak yang melakukan
tindak pidana pembunuhan yang tidak menjatuhkan (hukuman mati) ternyata
sejalan dengan konsep hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 3 sub f Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa
setiap anak yang menghadapi proses peradilan pidana memiliki hak untuk tidak
dihukum mati atau dijatuhi pidana seumur hidup. Namun, perlu dicatat
perbedaannya, yaitu Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun
2012 juga mengenal konsep upaya diversi. Dalam Pasal 1 No. 7 Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi didefinisikan sebagai pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana. Salah satu bentuk diversi adalah ketika anak yang melakukan pelanggaran
sudah tertangkap oleh polisi. Dalam situasi ini, polisi dapat melakukan diversi
tanpa melanjutkan kasus ke jaksa penuntut. Selanjutnya, apabila kasus anak sudah
mencapai pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan peradilan
sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan memprioritaskan kemungkinan
pembebasan anak dari pidana penjara. Apabila anak telah berada di dalam penjara,
petugas penjara memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan diversi
terhadap anak tersebut. Dengan demikian, anak dapat dialihkan ke lembaga sosial
atau diberlakukan sanksi alternatif yang bertujuan mendukung perkembangan dan

masa depan anak.*

4SMarlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam System
Peradilan Pidana Anak (Medan: USU Press, 2012), h. 3
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Dalam pasal 11 dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berwujud dalam bentuk
perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang
tua/wali, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau
LPKS selama paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelaksanaan pelayanan masyarakat.
Prinsip dasar dari upaya diversi ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU
Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah untuk mencapai perdamaian antara korban
dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan
anak dari penahanan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa
tanggung jawab kepada anak. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah
yang melibatkan anak bersama orang tua/walinya, korban dan/atau orang
tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional,

dengan mengadopsi pendekatan Keadilan Restoratif.

Apabila upaya diversi tidak berhasil, proses peradilan anak akan dilanjutkan
sesuai dengan hukum acara peradilan anak. Namun, penting dicatat bahwa sanksi
hukum yang diberlakukan terhadap anak berbeda dengan sanksi yang diterapkan
pada orang dewasa. Sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak, sanksi hukum bagi anak terdiri dari:

a. Pidana peringatan,
b. Pidana dengan syarat, yang mencakup: Pembinaan di luar lembaga,

Pelayanan masyarakat, atau Pengawasan.

c. Pelatihan kerja,

d. Pembinaan dalam lembaga, dan

e. Penjara. Dalam konteks penjara bagi anak, Pasal 73 menyatakan bahwa
pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim jika pidana penjara yang

diberlakukan maksimal selama 2 (dua) tahun. Meskipun anak di bawah
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umur dapat dihukum dengan penjara, masa tahanannya terbatas maksimal

hanya selama 2 tahun.
Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) yang berbunyi:>

a) Pasal 81 Ayat (2) menegaskan bahwa pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada anak memiliki batas maksimum setengah (*2) dari

maksimum ancaman pidana penjara yang diberlakukan pada orang dewasa

b) Pasal 81 Ayat (6) menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan

oleh anak termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah

pidana penjara dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari sudut pandang positif, Pidana Islam dan Hukum positif Indonesia yang
tidak menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup pada anak, melainkan
diyat atau upaya diversi, memiliki dampak positif pada psikologi dan pendidikan
anak. Dalam konteks psikologi anak, pemberian hukuman diyat dapat mencegah
depresi dan menghindarkan anak dari pemikiran bahwa dia adalah seorang
terpidana. Pandangan negatif terhadap dirinya juga tidak muncul. Sebaliknya, jika
anak dihukum mati atau seumur hidup, kemungkinan besar akan mengalami
depresi karena terus memikirkan status terpidana yang melekat pada dirinya.
Meskipun ada kemungkinan pengurangan hukuman atau pembebasan dari
penjara, beban moral terpidana masih bisa menjadi beban yang mengganggu masa

depannya di masyarakat

Dari segi pendidikan, anak yang tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara

seumur hidup memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya tanpa

%0 Andika Wijaya, Darurat Kesjahatan Sosial, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, Oktober
1016), h.192
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gangguan. Dia masih dapat bersekolah dan berinteraksi dengan teman-temannya,
sehingga hak anak tersebut dalam dunia pendidikan tetap dapat dijalankannya.
Sebaliknya, jika anak tersebut dihukum mati atau dipenjara seumur hidup, hal ini
dapat mengakibatkan terputusnya proses pendidikannya. Semua harapan dan cita-
citanya mungkin terhenti. Meskipun saat ini metode pembelajaran dapat diakses
melalui home schooling, keberadaannya dalam penjara tetap dapat menciptakan

ketidaktenangan yang berpengaruh pada proses belajarnya.



BAB 111
PEMBAHASAN

A. Pandangan Fikih Jinayat Terkait Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dibawah Umur

Salah satu keunggulan hukum Islam adalah adanya ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan hukum publik. Islam tidak hanya mengajarkan prinsip-
prinsip moral tetapi juga menetapkan peraturan wajib yang berasal dari Al-Quran
dan Sunnah, yang memberikan sanksi kepada pemeluknya dan harus diterapkan di
mana pun di dunia, tidak hanya ancaman di akhirat.>* Penerapan peraturan
tersebut bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, guna
mencapai kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Kebahagiaan dapat tercapai
secara maksimal apabila kelima faktor utama yaitu agama, jiwa, keturunan, akal
dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik. Kelima unsur inilah yang

disebut magashid syar'iyah.

Menurut Syatibi, tujuan utama hukum syariah adalah melindungi dan
memperjuangkan tiga jenis hukum. adapaun tujuan dari ketiga jenis peraturan
perundang-undangan tersebut adalah untuk menjamin kesejahteraan umat Islam,
baik di dunia maupun di akhirat, dengan sebaik-baiknya karena Allah SWT
bertindak untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya.>? Salah satu elemen terpenting
dari tujuan hukum Syariah adalah untuk melindungi jiwa manusia. karna kelak di

hari kiamat, perbuatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (hablumminanas)

>1Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana
Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), him.1

>2Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pes, 2013), him.
105
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yang pertama kali diperiksa adalah yang berkaitan dengan masalah darah (jiwa)

Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. Al- Maidah 5: 32:
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Terjemahanya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil
bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang
dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat
kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua
manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.
Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian,
sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di
bumi >

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menjelaskan bahwa membunuh
seseorang dianggap sebagai perbuatan zalim dan melanggar aturan yang telah
ditetapkan oleh Allah. Menurut perspektif hukum pidana Islam, pelaku
pembunuhan tanpa motif agama akan dikenakan hukuman berat seperti hukuman
mati atau hukuman kisas. Namun, eksekusi hukuman ini sepenuhnya menjadi
tanggung jawab keluarga korban. Keluarga dapat memilih untuk melanjutkan
hukuman kisas atau memaafkan dengan syarat kompensasi yang ditentukan oleh

Allah.

Terkait dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada

8Kementerian Agama RIl.,al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta Timur: Lajnah
Pantashihan Mushaf al-Qur’an, 2022) ,h.113.
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seseorang yang merampas nyawa orang lain adalah hukuman kisas atau hukuman
alternatif (diyat), sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini

dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Bagarah/1:178;
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Terjemahanya:

Wabhai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan)
kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan
perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari
saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan
hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang
demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang
melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat
pedih.>

Ayat di atas memberikan dasar hukum penerapan hukuman terhadap
pelaku pembunuhan, khususnya di hukum dengan kisas (dibunuh sebagaimana
pelaku membunuh orang lain). Namun dalam pembahasan kali ini yang
melakukan pembunuhan adalah anak di bawah umur. Jika melihat dari hukum

Islam, anak baru bisa dihukum jika sudah baligh atau ihtilam.

Kata ihtilam yang berarti bermimpi dari hadis di atas menjelaskan bahwa
kedewasaan seseorang bisa diketahui ketika telah bermimpi. Jadi bermimpi
menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang dalam hadis tersebut. Adapun anak
perempuan kedewasaannya bisa dilihat ketika sudah mengalami haid dan telah
nampak tanda-tanda kecerdasan pada dirinya. Berikut ini pendapat ulama tentang

batas usia kedewasaan seseorang;

%4Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahanya,h. 27
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a. Pendapat Mazhab Syafi’l

G B4 U e aE L 1s A55 Sy B oA s e ol ¥ r Elld 6
RN AR ISt TREEY 2 AN NPt AR A e S R Gl (PO
5 Jo 55 Setad) dle W 22 45 el o S 0rSal Je 5,0 otad) 0

Voie 0 KN o el Je Solidds dle e Ol

Artinya:

Imam Syafi"i berkata: "Tidak ada Kisas atas orang yang belum terkena
kewajiban had, yaitu orang yang belum mimpi basah dari kalangan laki-laki
atau belum mengeluarkan darah haid. dari kalangan perempuan atau belum
genap lima belas tahun, dan semua orang yang hilang akalnya, apapun faktor
yang menyebabkan hilang akal tersebut, kecuali karena mabuk minuman
keras, sebab Kisas dan hudud atas orang yang mabuk seperti Kisas dan hudud
terhadap orang yang normal akalnya. Setiap orang yang menurut kami sudah
baligh orang tersebut wajib dijatuhi hukuman Kisas, adalah orang yang sudah
baligh yang tidak hilang akalnya dan orang yang hilang akalnya karena
mabuk minuman keras bukan karena faktor lain "

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa ada sebagian orang
yang tidak dapat dituntut atas pembunuhan, yaitu: laki-laki yang tidak pernah
bermimpi berhubungan badan, perempuan yang belum pernah haid atau belum
berumur 15 tahun, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya. Nabi Muhammad

SAW bersabda:

b5 g & rusum%u&vm @3 Jw e B o &1 Jy2s O ““”’5;
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%5Imam al-Syafi“i, Dar al-Kutub al-llmiah Al-Umm, Juz. 6, Beirut Libanon, him. 5

*Muhammed bin Saleh al-uthaymeen, Fathu Dhi al-Jalal wa al-lkram bisharh Bulugh al-
Maram, (Perpustakaan Islam untuk Penerbitan dan Distribusi, 3 sya’ban 1438), h.57
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Artinya:

dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Pena
akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil
hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal atau sadar”. (HR.
Ahmad).

Islam tidak memberikan batasan yang pasti terhadap usia anak-anak
disamping adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama fikh berijma
bahwa seorang anak bila telah bermimpi maka dipandang baligh sesuai dengan

firman Allah Swt pada Q.S an-Nur 24:59;
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Terjemahanya:

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah
mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa)
sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-
ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.®’

Pendapat Imam Syafi'i, ayat ini merupakan firman Allah yang
memperingatkan bahwa akan dikenakan hukuman syariat apabila seseorang yang
telah baligh mengalami mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan Sebelum

menginjak usia 15 tahun, orang tersebut sudah dianggap dewasa.
b. Pendapat Mazhab Hambali

Ketika mencapai usia 15 tahun, kecuali untuk laki-laki yang telah mimpi
basah (ihtilam) dan perempuan yang mengalami menstruasi sebelum usia 15

tahun, keduanya dianggap telah mencapai usia baligh. Hal ini didukung dengan

S"Kementrian Agama RI, al-qur’an dan terjemahanya, h.358.
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argumen riwayat Ibnu Umar, di mana ia mengungkapkan bahwa saat hadir di
hadapan Nabi SAW pada perang Uhud ketika berusia 14 tahun, Nabi melarangnya
untuk ikut dalam peperangan setelah perang tersebut. Setelah mencapai usia 15
tahun, lbnu Umar kemudian menawarkan diri untuk ikut perang, dan Nabi
mengizinkannya, menandakan bahwa pada usia tersebut, seseorang dianggap

harus bertanggung jawab atas tindakannya.>®

Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak di bawah umur
di ancam dengan hudud atau Kisas, maka pidana tersebut tidak dijatuhkan
kepadanya, namun anak tersebut juga dikenakan pidana dengan bentuk perbuatan
yang disebut dengan fa'zir. Bentuk hukuman ini diterapkan untuk memberikan

pelajaran kepada pelaku di bawah umur agar tidak mengulangi perbuatannya.
c. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Malik

Menurut pendapat Mereka bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang
baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya berdasarkan firman

Allah Q.S Al-Anam 6:152;

Terjemahanya:

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali
dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.
Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak
membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu
berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula

8Muh Galang Pratama, Hamza Hasan, Marilang, Dampak Komunikasi Terhadap
Penjatuhan Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum, Jurnal
Mercusuar, Volume 2, No. 3, (2021), h.75



45

janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil
pelajaran.”

Menurut Ibnu Abbas, anak laki-laki dianggap mencapai tingkat kematangan
pada usia 18 tahun. Di sisi lain, anak perempuan dipersepsikan memiliki
perkembangan dan kognisi yang lebih cepat, sehingga usia awal masa dewasanya
dikurangi satu tahun, dan mereka dianggap dewasa pada usia 17 tahun. Pandangan
yang diterima di kalangan ulama mengenai Malikiyah diyakini sejalan dengan

pandangan yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah.

Anak yang belum mencapai =~ usia 15 tahun tidak akan
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, termasuk tindak
pidana hudud, kisas, atau ta'zir. Meski begitu, anak tersebut diwajibkan untuk
mengikuti ajaran ta'dibiyah meski ta'dibiyah dianggap sebagai bentuk hukuman,
namun lebih dilihat sebagai hukuman ‘pendidikan daripada hukuman pidana.
Meskipun dibebaskan dari tanggung jawab pidana, anak tersebut masih tetap

memikul tanggung jawab perdata.
d. Jumhur Ulama Fikih

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan
yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun.
Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia

taklif (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam sastra bahasa yang berbeda, anak juga disebut sebagai
mumayyiz, yang berarti anak yang sudah memahami arti dari kata-kata yang

diucapkannya. Umumnya, batasan usia anak ini adalah 7 tahun penuh, sehingga

%9Kementrian Agama RI, al-qur’an dan terjemahanya, h.149.
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jika kurang dari usia tersebut, anak belum dianggap mumayyiz. Hukum yang
berlaku untuk anak mumayyiz tetap berlaku hingga anak tersebut mencapai usia
dewasa. Dewasa di sini merujuk pada usia yang cukup untuk menikah dan
munculnya tanda-tanda kejantanan pada laki-laki sekitar usia 12 tahun, sementara
pada perempuan sekitar usia 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia
tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak
gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu
sampai berusia 15 tahun.. Kebanyakan fugaha membatasi usia baligh (dewasa)

dengan lima belas tahun.
e. Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau
dewasa tidak dikenakan sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabig, hanya orang yang
sudah dewasa yang dapat dikenai hukuman gishas. Anak di bawah umur tidak
dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang mereka lakukan, karena mereka
bukan termasuk orang yang memiliki kewajiban syar'i dan tidak memiliki niat

atau kehendak yang bebas.®

Perbedaan pendapat di antara ulama dalam menetapkan batasan usia anak
disebabkan oleh ketidakadaan nas al-Qur'an yang secara spesifik membatasi
batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang ada umumnya hanya mengatur agar

anak-anak dijaga, dirawat, dan dididik hingga mereka menikah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketika seorang anak belum

80Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, Ahli Bahasa Oleh A. Ali, Jilid (Cet 1V; Bandung: Al
Ma’arif, 1990), Jil. 10, h. 46
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mencapai baligh, hukuman yang diberikan hanyalah hukuman pengajaran. Untuk
memberikan hukuman pengajaran kepada anak, diperlukan beberapa metode
seperti pukulan, teguran, dan lain-lain. Islam mengakui penggunaan hukuman
fisik, seperti pukulan, setelah melakukan upaya-upaya seperti nasehat atau metode
lainnya hingga pada tahap hukuman yang lebih berat, namun tetap bersifat

mendidik

Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa seorang anak tidak dapat
dikenai sanksi pidana jika belum baligh. Anak yang melakukan tindakan yang
bertentangan dengan syariah hanya diberikan sanksi tindakan seperti pengajaran
atau dikembalikan kepada orang tuanya. Meskipun begitu, anak tetap dikenai

sanksi perdata, seperti membayar denda, sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam fikih jinayat, penerapan sanksi pidana terhadap anak hampir sejalan
dengan konsep sanksi pidana bagi anak dalam UU No 3 tahun 1997, di mana anak
yang masih di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana, melainkan diberi sanksi
tindakan berupa pendidikan untuk kemaslahatan anak tersebut. Meskipun
demikian, terdapat perbedaan antara keduanya, di mana dalam KUHP dan UU No
3 tahun 1997, tidak diwajibkan bagi orang tua untuk mengganti kerugian akibat
tindakan anak, sebagaimana diatur dalam fikih jinayat Perbedaan lain antara
hukum Islam dan hukum pidana nasional adalah terkait batasan usia. Dalam
hukum Islam, seorang anak dianggap dewasa dan dapat dimintai
pertanggungjawaban ketika mencapai usia 15 tahun menurut kesepakatan umum
ulama. Sebaliknya, dalam hukum pidana nasional, anak yang mencapai usia 16
tahun masih dianggap belum dewasa dan belum dapat dikenai sanksi pidana.
Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal tidak memberikan sanksi pidana

dan mengembalikan anak yang melakukan tindak pidana kepada orang tua.
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Walaupun dalam hukum Islam seorang anak yang belum memahami hukum
tidak dapat dijatuhi pidana, bukan berarti mereka tidak dikenai sanksi apapun.
Hakim memiliki hak untuk memberikan sanksi tindakan yang bertujuan mencegah
timbulnya kejahatan. Kebijakan hakim dalam pengambilan keputusan seharusnya
mencakup aspek maslahah dan efek jera, dengan tujuan menciptakan masyarakat

yang aman dan damai dari segala tindak kriminal.

B. Sanksi Pembunuhan Yang Di Lakukan Anak Dibawa Umur Dalam Fikih

Jinayat

Jarimah ta’zir sebagai salah satu di antara tiga macam pembagian tindak
pidana dalam Hukum Pidana Islam pada kenyataannya memiliki karakter yang
berbeda dari pada kedua pembagian Tindak Pidana Islam yang lainnya (hudud
dan qishash diyat). Karakter yang dimaksud semisal adalah tindak pidana ta’zir
tidak ditentukan jenis larangannya, maupun bentuk dari hukumannya oleh nash

(dalil) melainkan diserahkan sepenuhnya oleh penguasa.

Pelaksanaan ta'zir diberikan kepada imam atau penguasa (hakim), yang
memiliki wewenang untuk menentukan hukuman ta'zir bagi pelaku tindak pidana
atau jarimah yang ancaman hukumannya tidak dijelaskan secara rinci dalam teks-
teks Al-Quran dan Hadits. Karena itu, ta'zir dapat bervariasi sesuai dengan
kepentingan dan kemaslahatan yang ada. Pemberian kekuasaan kepada penguasa
untuk menentukan ta'zir membantu mereka mengatur kehidupan masyarakat
secara tertib dan memungkinkan mereka untuk memprediksi berbagai

kemungkinan yang mungkin terjadi selanjutnya.®*

®1 Dr. H. Fuad Thohari, M.A., Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam
Hudud, Qishash, dan Ta’zir, (Cv Budi Utama, Yogyakarta September 2016), h.265
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Terkait dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama uang menjadi
acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap
anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan
jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman hukuman ta'zir banyak
jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang
terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman

tersebut,

Hukuman hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman
paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk
memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan

keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman ta'zir antara lain:®
1. Hukuman Mati

Dalam kalangan fuqoha, terdapat perbedaan pandangan mengenai batas maksimal
hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pandangan yang terkenal di kalangan ulama
Maliki, batas tertinggi hukuman jilid diserahkan kepada penguasa. Hal ini
dikarenakan hukuman ta'zir didasarkan pada prinsip kemaslahatan masyarakat dan
berdasarkan sejauh mana keberatan suatu pelanggaran. Sementara itu, Imam Abu
Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam
ta'zir seharusnya tidak melebihi 39 kali, sedangkan menurut pandangan Abu
Yusuf, batas tertinggi dapat mencapai 75 Kkali. Perbedaan pendapat ini
mencerminkan variasi interpretasi di antara ulama mengenai penerapan hukuman

jilid dalam konteks ta'zir.

®2Dari Darsi, Halil Husairi, AL-QISTHU Jurnal Kajian IImu-llmu Hukum, Tazir dalam
Prespektif Fikih Jinayat, (Vol.16, No.2, 2019), h. 62-62
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2. Hukuman Jilid

Dalam madzhab Syafi'i, terdapat tiga pendapat mengenai batas maksimal
hukuman jilid dalam ta'zir. Pendapat pertama sejalan dengan pandangan Imam
Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu bahwa batas tertinggi tidak boleh melebihi 39
kali. Pendapat kedua mirip dengan pendapat Abu Yusuf, yang mengizinkan batas
tertinggi mencapai 75 kali. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa
hukuman jilid dalam ta'zir dapat melebihi 75 kali, namun tidak boleh mencapai
seratus kali. Namun, ada syarat bahwa jarimah tazir yang dilakukan hampir

sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali, terdapat lima pendapat mengenai batas maksimal
hukuman jilid dalam ta'zir. Tiga di antaranya sejalan dengan pendapat madzhab
Syafi'i seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pendapat keempat menyatakan bahwa
hukuman jilid yang dijatuhkan atas suatu perbuatan jarimah tidak boleh sebanding
dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah sejenis, tetapi seharusnya

tidak melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya.

Pada prinsipnya, menurut syari‘ah Islam, hukuman ta'zir dimaksudkan untuk
memberikan pengajaran (ta'dib) dan bukan untuk merugikan sepenuhnya. Oleh
karena itu, dalam konteks hukum ta'zir, tidak diizinkan untuk melakukan
pemotongan anggota tubuh atau mengambil nyawa seseorang. Meskipun
demikian, beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut,
yang mencakup kemungkinan penerapan hukuman mati jika kepentingan umum
membutuhkannya, atau jika pemberantasan kejahatan tidak dapat dicapai kecuali
dengan tindakan membunuh, seperti dalam kasus mata-mata, pembuat fitnah, atau

residivis yang sangat membahayakan. Meskipun demikian, ada pandangan lain
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dari sebagian fuqoha yang berpendapat bahwa dalam jarimah ta'zir, hukuman mati

seharusnya tidak diberlakukan.

3. Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis hukuman kawalan yang dibedakan
berdasarkan lamanya. Pertama, hukuman kawalan terbatas, di mana batas
minimalnya adalah satu hari, sementara batas maksimalnya masih menjadi
perdebatan di antara ulama. Ulama Syafi'iyyah, misalnya, menetapkan batas
tertinggi hingga satu tahun, dengan membandingkannya dengan pengasingan
dalam jarimah zina. Sedangkan ulama lain lebih cenderung meninggalkan
penentuan batas waktu pada penguasa, bergantung pada pertimbangan maslahat.
Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas, di mana durasi hukuman tidak
ditentukan sebelumnya. Hukuman ini akan berlanjut tanpa batas waktu tertentu
sampai terhukum mati atau melakukan taubat serta memperbaiki perilaku.
Kesepakatan umum adalah bahwa hukuman kawalan ini bersifat fleksibel dan

tergantung pada situasi dan perkembangan individu yang dihukum.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib telah dibahas dalam konteks jarimah gangguan keamanan
(hirobah), dan untuk jarimah ini, hukuman salib dianggap sebagai hukuman had
(hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadis). Namun, dalam
jarimah ta'zir, hukuman salib tidak diikuti atau tidak didahului oleh hukuman
mati. Sebaliknya, terhukum akan disalib hidup-hidup, dan diperbolehkan untuk
makan, minum, serta menjalankan ibadah wudhu. Namun, ketika melakukan
sholat, terhukum hanya perlu memberikan isyarat, dan tidak diwajibkan untuk

melaksanakan sholat secara fisik.
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5. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Benar, ancaman juga dapat dianggap sebagai bentuk hukuman ta'zir dalam
sistem hukum Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa ancaman tersebut harus
memiliki konsekuensi nyata dan bukan sekadar ancaman kosong. Syaratnya
adalah agar ancaman tersebut dapat memberikan hasil yang efektif dalam

mencegah atau mengurangi perilaku yang melanggar hukum

6. Hukuman Pengucilan (al Hajru)

Benar, hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang
disyariatkan dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah pernah menerapkan
hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang
Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah.
Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diizinkan berbicara dengan orang

lain.

7. Hukuman Denda (tahdid)

Benar, hukuman denda juga merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir
yang diterapkan dalam syari‘at Islam. Contoh konkretnya dapat ditemukan dalam
hukum pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya. Dalam kasus ini,
hukumannya adalah denda sebesar dua kali lipat harga buah yang dicuri.
Hukuman ini diterapkan sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik buah yang
dirugikan dan sebagai sarana untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi

perbuatannya.

Terkait sistem hukum Islam, hukuman ta'zir memberikan keleluasaan

kepada hakim untuk menetapkan hukuman sesuai dengan kebijaksanaan dan
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keadilan, tanpa adanya ketentuan yang spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Jika
dianalisis berdasarkan konsep dan hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam,
pidana penjara dapat dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman ta'zir. Hal ini
sejalan dengan tindakan Umar Ibn al-Khattab yang menghukum para pelaku
tindak pidana dengan pidana penjara. Selain Umar lbn al-Khattab, para ulama
sepakat bahwa pidana penjara merupakan bagian dari hukuman ta'zir%
berdasarkan pertimbangan penguasa dalam menetapkan kebijakan mengenai
sanksi hukuman bagi terpidana melalui ijtihad. Hal tersebut diperkuat oleh Rasyid

Ridho yang menunjukan satu kaidah yang berbunyi
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Artinya:

“Sesungguhnya setiap perkara yang tidak terdapat nash-nya secara khusus, maka
hal tersebut dikembalikan kepada penguasa (pemerintah) berdasarkan
istinbahtnya yang bersumber dari nash-nash, kaidah-kaidah umum untuk
menolak kerusakan dan menjaga kemaslahatan”.

Jika merujuk pada ketentuan di atas, jika terdapat pidana penjara, maka
pidana penjara dianggap sebagai kebijakan pemerintah yang murni untuk
memberlakukan hukuman penjara dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan

yang terkandung di dalamnya.

Penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana harus memperhatikan nilai-nilai

kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Apabila terdapat kemaslahatan, maka

83Aspek argumentatif dari kaidah hukum bahwasannya, sanksi pidana penjara merupakan
bagian dari sanksi ta’zir. Lihat, Anonimous, Majallat Majma’ al-Figh, Ju.z VIII, him. 789.

#4Muhammad Rasyid Ridho, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim (al-Syahir bi al-Tafsir al-Manar),
(Beirut: Dér al-Fikr, 2007), Juz, VI, him. 268
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sanksi pidana tersebut dianggap sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana dalam
Islam. Dalam kajian usul fikih, magashid al-syari’ah menjadi alat analisis yang
berguna untuk menunjukkan kemaslahatan. Sistem penjara yang sangat
menekankan unsur balas dendam dan penahanan, terutama dengan adanya
lembaga "rumah penjara”, semakin dianggap sebagai suatu sistem dan sarana yang
tidak selaras dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini
bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, kehilangan keinginan
untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang

bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di ahkirat,
berdasakan penelitian para pakar ushdl fikih, ada lima pokok yang harus

dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah:®

i | é,S,U\ jue— (terpeliharaya agama)

2. il L3 (terpeliharanya jiwa)

3. M\ Lv— (terpeliharanya keturunan)

4. JM\ ju} (terpeliharanya akal) dan

5. JW Jav— (terpeliharanya harta/kekayaan).

85Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him, 64.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, yang berkaitan dengan
Analisis sanksi pembunuhan dengan tersangka anak dibawah umur dalam

prespektif fikih jinayat, Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, fikih jinayat mencakup
pertimbangan untuk memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif dan
pendidikan, serta mungkin mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang
mungkin mempengaruhi tindakan anak tersebut. Mazahib Al- arb’a mereka
sepakat bahwa anak dibawa umur tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan
diberikan pengajaran dan perbaikan demi kemaslahatan mereka. Tanggung jawab
penuh terhadap perbuatan mereka diserahkan kepada orang tua mereka.

2. Dalam pidana Islam sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana
pembunuhan tidak dijatuhkan hukum kisas karna anak dibawa umur dan tidak
masuk dalam konteks unsur-unsur pelaksanaan kiasa, Cukup dengan membayar
diyat dengan syarat keluarga korban memaafkan pelaku, jika tidak di maafkan
maka hukumanya adalah za’zir (penjara kurungan), eksistensi pidana penjara
merupakan bagian intergral dari sistem hukum dalam Islam. Karna Konsep tazir
sebenarnya telah serupa dengan hukum pidana, karena sanksi yang diberikan oleh
hukum pidana kepada anak di bawah umur termasuk hukuman penjara, sejalan
dengan fikih jinayat di mana hukuman tazir (hukuman penjara) diberikan kepada

pelaku pembunuhan tersangka anak di bawah umur.
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B. Saran

1. Untuk para penegak hukum perlu memiliki kemampuan memberikan keadilan
tanpa menimbulkan perasaan tidak adil atau ketidakadilan hukum terhadap siapa
pun, termasuk korban, keluarga, atau pelaku. Dalam situasi seperti kasus
pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur, pertanyaan muncul karena
pentingnya hukuman terhadap anak tersebut sesuai dengan keadilan bagi korban
yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum harus
menetapkan peraturan yang lebih jelas untuk mencegah menjadi masalah sosial di
masyarakat.

2. Untuk anak-anak hinbau agar dapat menghindari melakukan kesalahan dalam
pergaulan, karena tindakan ini dapat mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam
situasi yang buruk. Terlebih lagi, di zaman sekarang, tingkat kejahatan yang
dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat pesat karena mereka mungkin tidak
dapat memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk
dapat memilih teman yang baik, karena kesalahan dalam memilih teman dapat
membawa mereka ke dalam situasi yang berisiko seperti penyalahgunaan narkoba,
tindakan seksual bebas, pembunuhan, dan sebagainya.

3. Untuk Masyarakat, terutama orang tua, sebaiknya lebih memperhatikan
interaksi anak-anak mereka di lingkungan sosial agar dapat mencegah kejadian
yang tidak diinginkan, termasuk tindak pembunuhan terhadap teman mereka.
Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anak
dari potensi risiko kejahatan yang mungkin mereka alami. Dengan memberikan
nasihat, orang tua dapat membimbing anak-anak mereka menjadi individu yang
baik, menghindari perilaku kriminal, dan mendidik mereka secara menyeluruh

agar dapat membedakan antara tindakan yang baik dan buruk.
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